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SALINAN 
PERATURAN 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR  4 TAHUN  2007 

 
TENTANG 

 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN 
TAHUN ANGGARAN 2007 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 

 
 
Menimbang  : a.   bahwa upaya peningkatan aksesibilitas dan peningkatan 

mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas 
pembangunan nasional saat ini, sehingga perlu 
mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan 
tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses 
masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas; 

b. bahwa untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota 
mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap 
pendidikan yang lebih berkualitas, Pemerintah 
mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 
Tahun 2007; 

c.   bahwa dalam rangka pemanfaatan Dana Alokasi 
Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2007, perlu 
menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia; 

 
Mengingat  :  1.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

 
2.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor  126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4662); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun  2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah 
Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4022); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575; 

 
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 94 Tahun 2006; 

 
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4330); 

 
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M 

Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA 
ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 
ANGGARAN 2007 

 
Pasal 1 

 
Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2007 
dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan ini. 

 
Pasal 2 

 
Kabupaten/Kota penerima dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 
anggaran 2007, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. 

 
Pasal 3 

 
Pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2007 
mentaati kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri 
Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. 

 
Pasal 4 

 
Tata cara pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 
2007 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen 
Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Januari 2007 
 
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 
TTD 
BANG SUDIBYO 

 
 
 

 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya. 
Biro Hukum dan Organisasi 
Departemen Pendidikan Nasional, 
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan 
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, 
TTD. 
Muslikh,  S.H. 
NIP 131479478 
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